
BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATlJRAN BUPATl LAMPUNG SARAT 

NOM01\: 12 TAJ-IUN 2018 


- " 
TENTANG 


SUBS1Dl BlAYA PEMASANGAN LISTRIK 

KEPADA KELUARGA TIDAK MAMPU 


OJ KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH DAN KECAMATAN SUOH 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPAT! LAMPUNG BAR AT, 


Menimbang a. 	 bahwa dalam rangka mernbantu rnengurangi beban 
pengeluaran keluarga tidak mampu, Pemerintah 
mengambil langkah memberikan Subsidi Biaya 
Pemasangan Listrik Kepada Keluarga Tidak Mampu di 
Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh 
pada tingkat dan jumlah yang telah ditentukan; 

b. 	 bahwa untuk pelaksanaan Subsidi Biaya Pemasangan 
Listrik Kepada Keluarga Tidak Mampu di Kecamatall 
Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh Kabupaten 
La.'npung Barat dimaksud maka perlu diatur daJam 
bentuk Peraturan Bupati; 

c. 	 bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud daJam huruf a dan huruf b pedu menetapkan 
Pel'aturan Bupati tentang Subsidi Biaya Pemasangan 
Listrik Kepada Keillarga Tidak Mampu di Kecamaran 
Bandal" Negeri Suoh dan !<ecamatan Suoh; 

!VierlgingaL 1. 	Undang~Undailg Nomor 6 Tahun 1991 lentang 
PcmlJentukall Kabupaten Daerah Tingkat Jl Lampung 
BaL'lt (Lci1lbaran Negara RepubJih Indonesia TahL!n 199! 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepLlbJik 
Indonesia Nomor 3452); 

2 	 Unrlnng·Undang Non:or 30 Tahun 2009 ten tang 
Kel!~nagalistril<an (Lembaran Negara Republik 
Inoonesia Tahun 2009 NomoI' 133, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

3. 	Undang-Undf'u15 Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun Namar 244, Tarnbahan Lembaran 
NegaJ;a Repllblik Indonesia Nornor 5587)sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UmJang~ 

undang Nomor 9 Tahun 20 J 5 (Lembaran Negarn 
Repclblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); 



4. 	 Pel'aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Energi NasionaJ (Lembaran Negara RepuhJik 
lllnonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran 
Ncgara Rcpublik Indonesia NomoI' 5609); 

5. 	 Pel"aturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomol- 1 
'rahun 2012 tentang Rencana Tata l~uang VI/ilayah 
Kaoupaten Larnpung Barat Tahun 2010 - 2030; 

6, 	 f"e:-aturan Daerah Kabupaten Lampung Barat NomoI' ::5 
Tahun 2016' tcntang Pembentukan dan Susumul 
Pe:angkat Dnerah; 

7, 	 Pnaturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nornor 7 
Tail Ull 2017 ten tang Anggaran Per:dapatan dan Bclanja 
Dctel"ah Tahun !,nggaran 2018; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 SUBSIDI SlAYA PEMASANGAN LlSTRIK KEPADA 
KELUARGA TIDAl< MAMPU 01 KECAMATAN BANOAR 
NE:GERI SUOH DAN KECAMATAN SUOH, 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

i. 	Daerah adaJah Kabupaten Lampung Bamt. 

2. 	Pemerintah Daerah adalah Peme:-intah Kabupaten Lampung Barat. 

3. 	Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4. 	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat 

5. 	Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disiHgkat OPD adalah OPD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

6. 	Kecamatan adalah pembagian Wilayah Administratif di Indonesia di bawall 

Kabupaten yang terdiri atas Pekon-pekon atau kelurahan-kelurahan. 

7, KeJurahan adaiah merupakan pembagian Wilayah Administratif di Indonesia 

dibawah Kecamatan, 

~ 8. Pckon adalah merupakan pcrnbagian Wilayah Administratif eli Indonesia di 

bawah Kecamatan. 

9. 	 Perusahaall Ustrik Negara (PLN) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negai'R 

4-	 bcrben ttl 1< Persem yang rnellgurusi seluru h aspek ketenagalistrikan d i 

Indonesia, 



10. Keluarga Tidak Mampu adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan 

daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah, masyarakat 

tersebut masuk di dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Kementerian 

Sosial Republik Indonesia dan atau hasil Musyawarah Pekon dan atau 

Musyawarah Kecamatan. 

11. RTS-PM a?alah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Biaya 

Pemasangan. 

12. Tim Nasional Percepata.n Penanggulangan Kemiskinan (TNP21<':) adalah Jembaga 

non stnlktural sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku 

kepentingan eli tingkal pusat untuk melakukan percepfltan penanggulangal1 

kemiskina 11. 

13. Biaya Pemasangan adnlah sejum:ah biaya yang diterapknn oleh pihak PT Pl.N 

(Pel's, roj kepada masyarakat sebagai biaya sambungan ban; 

14. SLO adalah Sertifikat Laik Opemsi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat 

Re:;;mi vRng terdapar di l<ementerian ESDM Rl. 

BAB If 

TUJUAN, SASARAN DAN MANF'AAT 

PasaJ 2 

(1) Tujuan pelaksanaan subsidi biaya Pemasangan listrik adalah ulituk 

-~ membantu masyarakat berpenghasilan rendah menikmati fasilitas listrik 

(2) 	 Sasaran pelaksanaan Subsidi Biaya Pemasangan Listrik Kepada Keluarga 

Tidak Mampu di Kecamatan BandaI' Negeri Suoh dan Kecamatan SUGh ini 

adalah rumah tangga l11iskin dan tidak mampu yang tersambung dengan daya 

Iistrik 900 VA dan terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir 

Miskin yang dikelola oleh I~ementerian Sosia1 dan TNP2K melalui Kelompok 

KeIja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial 

dan atau hasil Musyawarah ?ekon dan atau Musyawarah Kecamatan. 

(3) Manfaat pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

a. peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah tangga sasaran sekaligus 

mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan 

b. peningkatan akses penerangan secara fisik. 
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BAB III 


PENGORGANISASIAN 


Pasa13 


(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Biaya 

Pemasangan Listrik eli wilayahnya dan mebentuk Tim Koordinasi Subsidi 

Biaya Pemasangan Listrik. 

(2) Tim Koordinasi adalah Pelaksana Program subsidi biaya pemasangan listrik 

di Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati. 

(3) Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan 

berbagai pihak yang berhubungall dengan perencanaan, anggaran, 

sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

(4) 	Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi mempunyai Fungsi: 

a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung 

pelaksanaan Program subsidi biaya pemasangan Iistrik. 

b. Pelaksanaan Validasi dan pemutakhiran data. 

c. Sosialisasi Program subsidi biaya pemasangan list]"i], eli wilayAh 

I<abupaten. 

d. Perencanaan Pel~yaluran subsidi Biaya Pemasangan listrik. 

e. Monitoring dan eva!uasi pelaksa:1aan Progmm subsidi biaya 

penH3.Sangan listrik di Kccam,atan; dan 

r. Pclaporal1 pelaksanaan suhsidi biaya pemasCtngan. 

Pasal4 

(1) 	 Tim J(oordinasi subsidi biaya pemasangan listrik Knbupaten tercki rim'! 

penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : 

perencanac1Jl, sosiali:lasi, pelaksanaan penyalurEUl, monitoring clan evaluasi 

yang c1isesunikan dengan Keputusan Bupati ten tang Tim Koordinasi. 

(2) 	 Tim Koordmasi subsidi biaya pemasangan listrik Kabupaten Lampung Bar-at 

beranggotakan UllSUl"-UnSLll" OPD terkait eli i<abupaten Lampu:1g Sari'lt 

antara lain: Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, lnspektorat, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekol1, Bagian F)erekonomian dan SDA 

Setdakab dan Bagian Hukum Setdakab. 



BABIV 


PE:RENCANAAN 


Pasa! 5 

Kegiatan Perencanaan meliputi: 

a, 	 penerima yang berhak mendapat subsidi biaya pemasangan listrik adaiah 

keluarga yang terdapat dalam daftar nama dan aiamat yang ditetapkan 

melalui Keputusan Bupati. Adapun pedoman penentuan keluarga miskin 

pada basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah ditetapkan 

clan disahkan oleh Kementerian Sosia!. Apabila terdapat masyarakat 

miskin tidak masuk dalam basis data terpadu maka dapat eli usulkan 

melalui musyawarah pekon dan musyawarah Kecamatan disampaikan 

kepada Bupati melalui tim koordinasi Kabupaten dan akan disesuaikan 

dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 

dan 

b. 	dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik penerima 

subsidi, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran 

daftar penerima subsidi melalui musyawarah pekol1 dan atau musyawarah 

kecamatan. Hasil validasi dan perubahan data penerima subsidi melailli 

musyawarah pekon dan atau musyawarah kecamatan dilaporkan kepada 

Bupati melaui tim koordinasi Kabupaten. 

BAB V 


PENGANGGARAN 


Pasal6 


Program sllbsidi biaya pemasangan listrik merup&kan progran; 

Penanggulangan kerniskinan yang masuk Program Periindungan Sosia1. 

Berdasarkan Peraturi~n Daerah Kabupaten Lampung Barat NomoI' 7 tabun 

2017 ten tang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDD) Tahun Anggaran 

2018. f)el1lt'rimah Kabu iJatcn Larnpung Bari'lL mengalokiudkan Belanja 

su bsidi biaya pemasangan listr;k dengan kebijakan pengganggaran sebagHi 

heriHul: 

a. 	 allggaran su bsidi i)iaya pemasangan listrik 2018 disediakan dalam APBL! 

Kabupaten Lampung Barat Tahull 2018; 

b. 	 sesu,"i dengan anggaran penerima subsidi biDYD pemasangan lisu'ik 

Kepala Keluarga yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan yakni, Kecamatan 

Suoh clan I<ecamalan Banda:' Negeri Suoh dengan masing-masing Kepala 

!\eluarga di subsidi sebesar Rp. 853.500,-/ sambungan; dan 



, c. 	 apauila dana yang t.ersedia untuk kegiatan subsidi biaya pemasangan 

listrik tidak mencukupi kebutuhan subsidi Biaya Pemasangan listrik 

baru, maka kekurangan dananya akan clianggarkan pada APBD 

\ Perubahan pacta [G.hlln 2018 atau tahun anggaran 20]C~.

·if 
BAB Vi 

Pasal 7 

(J) 	 Penetapan pagu sub,:ic:i :3iaYR Pemasangan iistrik sebagai berikUl 

Pagu subsidi 8iaya Pemasangan listrik eli Kecamatan Bandar Negeri St;oh 

dan l\~camalat1 SUClh Kabupaten Larnpung Bara'~ yang disecliakan oleh 

Kabupaten Lampllng Barat melalui Dinas PengeJolaan Keuangan Daerah 

8i:l0. 81·;7. 500.-	 ( De/apart mi,lS cle[opan puluh sembilan JUlu 

delapan mius clelapan puluh tujuh ribu lima ralus mpiah ) dengan rincian 

Pernerinmh Kahupa!:en Lampung Barat mensubsidi Biaya Pernasallgan 

sebesar Rp. 853.500,-(DeZapan ratus lima puluh lign ribu lima mtus rupiah). 

sesuai rincian biaya yang c1itetapkan oleh PT. PLN (Persero). 

(2) 	 \1ekanisme Penglls;'llan SUbSldi Biaya Pemasangan Listrik : 

a. 	peratin mengusulkan subsidi biaya pemasangan listrik tahun 2018 kepacla 

Bupati Lampung Barat melalui Camat; 

b. 	usulan calon penerima subsidi biaya pemasangan listrik adalah 

masyarakat miskin dan diszbut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat 

(RTS-PM) yang masuk kedalam daftar KPM bansos rastra tahun 20] 8 yang 

ditetapkan oleh Menteri 80sial RI daJam Basis Data Terpadu dan atau 

hasil dad Musyawarah Peko atau Musyawarah Kecamatan; 

c. 	 usula,n sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berupa formulir 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dan Pera.turan Bupati ini; 

d. 	carnaL mengajukan usulan Peratin/Lurah dalam wilayab kerjanya kcpada 

Bupati Lampung Barat melalui tim koordinasi subsidi biaya pemasangan 

listrik dengan terlebih dahulu memverifikasi usulan sesuai daftar [(PM 

bansos rast1'a tahu:'l 20]8 dan atau basis data tcrpadu; 

e. 	 tim j·:oordinasi memverifikasi usulan camat dengan berdasarkan daftar 

KPM ra;;Cra tahun ~018 dan atal! basis data terpadu; 



, 


f. tim koordina8i mengajl.lkan calon penenma manfaat subsidi biaya 

pemasangan listrik kepada Bupati untuk ditetapkan rnenjadi RTS-PM 

(rumah tangga sasaran penerima manfaat) biaya subsidi penyambungan 

listrik dengan Keputusan Bupati; 

g. bagian perekonomian dan SDA Setdakab Lampung Barat selahl 

sekrctariat tim koordiD.flSi subsidi biaya pernasangan listrik mengajukan 

pencairan biaya subsidi penyambungan listrik kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat dan tembusan kepada 

KepaJa Baclall Pengelolaan Keuangan DaeJ"ah Kabupaten Lampung Baral; 

h hada:; pengelolaan keuangan daerah memproses pencainclll aLas llSU Inn 

Bagian I\'rckonomian dan ~~Di\ Setdakab Lampung Barat. setelah 

mendapilt Ilcrsetuillan Sekretaris Dt,erah Kabupaten Lampung Sarat; dan 

1. 	 pcnr;ULll1 :SL:lJSldi ~)i(;tYh p(·nlasangan listrik di bayari-:an rllelalui RekC'ning 

Vin;.:;'! 11clnk M:HlCliri Nomor 8811201738000', 00 atas nama PT. PLf\l 

(>.:n;CI"1J] "anlor Pusat sesLiai cip.ngan !~eljalljian I\.erjasama antara l3upal! 

Lampung Bann dengan Manager Area PT. PLN (persC'roj Area I<ot.abumi. 

(~'J 	 t3' I' ,'n'\'"'1 '...:' 
,j '..

,1)"1','11' 
' :::." LisLrik ditc\1lggunglJ(·.ll'!~\S'~\'l:::::""ll

.. ". 	 yang oleh"'. 

l\.abupaLen Lampung Barat yakni dari tiang distribusi sampai ke KWH RTS­

PM. tid,d; terTnasuk Binya SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan Inslalasi 

Bangunal1. Umuk pei!l<l8a.ngan Instalasi Lisrrik didalam rumab RTS-PM 

(dibeban ka 11 kepada. pela nggan yang bersangku tan). 

(Ll) Sosialisasi subsidi Biaya Pcmashngan lislrik dilaksanakall Olehll 

[(oordin,]si I\abupalcn Lampung Bamt. Tim Koorclinasi suusirli Dianl 

PemaScnlgan listrik melakukan Monit.oring dan Evaluasi (Monev) penyaluran 

(il.! I)sidi 13i:W<1 PCl11asr.ngan lisirik. 

BAB Vll 


PENGENDALJAN 


Pasa18 


(1) 	 Pengawasan Pelaksanaan Penya]uran subsidi Biaya Pemasangan lisLtik 

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampllng Barat sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) 	 Tim Koorclinasi subsidi Biaya Pcmasangan listrik Kahupaten melaporkan 

pelaksanaan Program subsidi Biaya Pemasangan Iistrik kepada Bupati 

Lampung Sarat. 



; 	 BAH VIII 

Pased 9 

[1) 	 Penang"nan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Subsidi 

Biaya Pemasangan Listrik clilakukan oleh masing-masing Instansi sestlai 

dengan bidang tugasnya secara berjenjang. Untuk merespon dan 

menindaklanjuti berbagai pengaduan/keiuhan terhadap pelaksanaan 

program subsidi Biaya Pemasangan listri\{, baik yang berasal dad RTS-PM 

secara langsung maupun rnasyarakat LlJ11Llm dan media massa, dapat di 

alamatkan kepada: 

(2) 	 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat/Tim Koordinasi & Monev SUBSlDI 

BIAY A PEMASANGAN LfSTRIK Kabupaten LaJ11pung Barat melalui Bagian 

Perekonomian clan SDA Sekretariat Daerah J(abupatcn Lampung Bara;. ,II 

Raden Inlan Il No.1 1.,i\\la 

BAB Xl 

PENUTUP 

; Pasal 1 i 

, ;-­

Dirc:;lpknn di! 1.,1\\'(1 
pnr!;'l tnJl d 201 g 

BU PAT: L/\M NCi) ARAT, 

padn In;~~;\:~~:L 2018 
c , 

. :·_~F:;-~>.. _l_'l-!:!:~ iJ. r~;\H 

/}lt~rT_,/VI l) ___ 
I ',' --..---­

/\1 !t.1 IVc.f5D NASII~ ~
RL:t'l. DAEI~AH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 

, 




LAf.1"!R/\N: 	 PSF~ATURf\N BUPATI LAMPUNCJ 8r\~AT 
J~OMOi< 2018 
TANCiGAL 20]8_____._••__ __ ~m_,,__ ,__~ _____ ____>,~_~__•• __~•••__ _._~_"_. ~ ~ ""~~ 

FOI(MULIR r~EKAPITUU\SI PEKON 

! 

Pl~OVINSl 

KABUPATEN 


PEKON 


-- I .., , .. ..,----.. "'or-.~ 

NOMOR INDUI, ii 

i\f\MA 1\8PALA R.UMAH TANGGA I KEPENDUDUKAN KETERANGAN 

(NIK) 

3 

I 4 
- ... - . - - -"-- -----..-~~ 

j 	
1 

6 i I 

7 

8 

9 . 
I

i dst i 	 i 

MENCiETAHUl, 
PERATIN PEMANOI<U 

Cap/ttd 

(NPllvlr\ ,lELA:'); 	 (NAMA JELAS) 

<~ 	
Mengetahui 

~ Camat, 

Cap/Ltd 
~ 

-'t 	 (NAMA JELAS) 




DAFTf\f~ NAMA USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSlDl BIAYf'\ 

PEMASANGAN LISTRIK 


r 

I 
,i NO NAMA 1< SPAL '\ !'<U MAt! I)SKON! PI':fvlANC ,{U 

! Tf\NGCA 
,_" _''''''_,',__ , _"'_,_,_,~" _,c,"~~ __ '''_'''''''_, _'" __ , , 

, 
i - -- ­

6 


,','-,"-,--, ,-,,-""-'"'-'-i---'--~--'-'-'''-
9 

Dst 
, " -__ _____"''''' __ ,,,__,_"-"'_"_'_"-_"'-"_'_"_"'~"L" ''_~''_,_l"~__ ",_,j 

I<ETUA LHP PERATTN PIMPINAN MUSYAWARAH PEKON 

(NAMA JELAS) (NAMA JELAS) (NAMA JELAS) 

Mengetahui 
Camat, 

Cap!ttd 

(NAMA JELAS) 

J 
-~ 

• 


.,-"-.-­



BERITA ACARA MUSYAWARAH PEKON/PEMANGKU 
USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSlDl BIAYA PEMASANGAN LISTRIK 

PEKON 

PEMANGKU 

?KECAMATAN 

KABUPATEN 

Pada tanggaL,,,,,bulan,,,,,,tahun 2018 telah diusulkan rumah tangga penerima 


subsidi Biaya Pemasangan listrik di PekonjPemangku"", .. " 


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan 


Pemerintah dalam pelaksanaan Su bsidi Biaya Pemas8.ngan listrik. 


Peratin (ttd) 

(ttd) 

I'impinan Musyawarah Pekon (ttd) 

(ttd) 

BUPAT! LAMPUNG BARAT, 

P OS!L MABSUS 


